SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

b oy -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah
memutuskan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 59 tahun (Subang, 24 Maret 1963), agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai
Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 58 tahun (Purwakarta, 09 Juni 1963), agama Islam,
pendidikan  terakhir ‘'SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat
tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Pemohon
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Shg tanggal

14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) didepan Sidang Pengadilan
Agama Subang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah)
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4. Menghukum Pemohon membayar dan menyerahkan biaya nafkah anak
kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah);

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp 305.000,00 ( tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan
putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2022
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Subang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pemohon/Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 02 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 5 Agustus
2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg menyatakan sebagai berikut:

Bahwa - keberatan-keberatan = Pembanding/Termohon  terhadap
pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Subang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbhg tanggal 14 Juli 2022 dituangkan dalam memori
banding yaitu sebagai berikut:

1. Memohon untuk ‘menghukum pemohon membayar kepada termohon
berupa:
1.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

per bulan selama 3 bulan.

1.2.Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh
sembilan juta rupiah)

2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)
kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
dengan penambahan 10% setiap tahunnya, termasuk biaya pendidikan
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dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan anak selama ini yang
masih berstatus sekolah dan kuliah;

3. Pemohon dimohon untuk membayar secara tunai nafkah iddah, mut'ah
dan anak sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Memohon sebelum ikrar talak diucapkan, pemohon bersedia
menandatangani surat pernyataan-bersama di depan majelis hakim atau
di depan notaris;

5. Menyelesaikan semua perkara ‘secara administrasi sebelum ikrar
diucapkan.

Yang harus diselesaikan secara administrasi, yaitu

1. Menyelesaikan perkara dana pensiun ke kantor TASPEN sesuai prosedur
yang berlaku untuk menguasakan pengambilan dana pensiun dan
tunjangan lainnya kepada anak kandung pemohon yang telah ditunjuk
keluarga.

2. Menyelesaikan ke pihak perbankan untuk mengganti nomor rekening aktif
pemohon perceraian kepada nomor rekening aktif anak kandung yang
dikuasakan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Shg;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitetra Pengadilan
Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 24 Agustus
2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 02 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan Pembanding telah melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 03 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
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tanggal 03 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan Terbanding tidak melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 September 2022
dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan
kepada Ketua Pengadilan -Agama Subang sebagaimana surat Nomor
W10-A/2193/HK.05/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang tembusannya
disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat
Pertama berkedudukkan sebagai Termohon, oleh karenanya Termohon
mempunyai legal standing untuk berperkara pada tingkat Banding dalam
perkara a quo sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara
formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan
Agama Subang telah berupaya untuk mendamaikan kedua 'belah pihak
berperkara ‘namun ‘tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara
diperintahkan untuk 'menempuh upaya perdamaian melalui mediasi
sebagaimana dimaksud oleh- PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian
berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator
Dra. Hj. Siti Suwaebah, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02
Juni 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai
kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
perkara ini untuk proses litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara
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seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama

Subang, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 14 Juli 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah, memori banding serta

berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah
memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

Tingkat Banding sebagai yudex factie. untuk memberikan putusan yang

memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (formile justice)

maupun keadilan sosial (sosial justice) kepada pencari keadilan dengan
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh
Majelis ' Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat
Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian
dan fakta hukum dalam perkara a quo dan karenanya diambil alih untuk
dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan
dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta
keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yaitu (Nama Saksi) dan
(Nama Saksi) serta 2 (dua) orang saksi dari Termohaon yaitu (Nama Saksi)
dan = (Nama Saksi) yang di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh Majelis
Hakim selama persidangan maupun melalui proses-mediasi namun tidak
berhasil merukunkannya;

b. Bahwa kedua orang saksi Pemohon yaitu (Nama Saksi) sebagai saudara
sepupu dan (Nama Saksi) sebagai adik sepupu Pemohon telah berusaha
menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun
tidak berhasil;
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c. Bahwa kedua saksi Termohon bernama (Nama Saksi) dan (Nama Saksi)
yaitu sebagai adik ipar Termohon dan sebagai kakak kandung yang
kesemuanya telah berusaha menasihati Termohon supaya rukun kembali
dengan Pemohon namun tidak berhasil;

d. Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk
bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
layaknya suami istri yang baik;

f. Bahawa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang
lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila
perkawinan sudah pecah, maka hati keduanyapun sudah pecah, sehingga
dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon
dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan
akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan
Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana
layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih
banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik
dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab
As Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il hal
208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang
berbunyi:
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Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup

sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi’at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka
ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua
justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi
kalut;

Menimbang, -~ bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan
permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19
huruf (f).dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah
dipertimbangkan oleh  Majelis Hakim = Tingkat Pertama dimana
pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan ‘Majelis Hakim
Tingkat Banding sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus
dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, - bahwa ~ Pembanding  dalam memori bandingnya
keberatan terhadap Putusan- Pengadilan Agama Subang terutama masalah
nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama iddah,
Mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak Rp2000.000,00
(dua juta rupiah) -dan Pembanding menuntut Nafkah Iddah sebesar
Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya jadi selama iddah berjumlah
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp39.000.000,00
(tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya

di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
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Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tingkat pertama
khususnya yang berkaitan dengan uang mut’ah, nafkah iddah dan nafkah
anak perlu dipertimbangkan kembali, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama
kurang tepat dalam mempertimbangkan nominalnya, selanjutnya Majelis
Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
Tentang Nafkah Anak

Menimbang, -~ bahwa = Pembanding dalam - memori bandingnya
mengajukan tuntutan nafkah untuk ‘2 (dua) orang anak sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan Majelis Hakim
Pengadilan® Agama ~Subang dalam putusannya - tersebut telah
mempertimbangkan dengan menetapkan nafkah untuk kedua orang anak
tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat
Banding = tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut dan karenanya pendapat
dan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus
diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, berupa Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor 01746/12018/AZ/08/21, tanggal 3 Agustus 2021,
tentang gaji pokok Terbanding, yaitu sebesar Rp3.254.900,- (Tiga juta dua
ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), maka dihubungkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun: 1983, tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Pasal
8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas
isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,
sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-
anaknya, maka nafkah anak adalah 1/3 dari gaji Terbanding sejumlah Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut telah nyata berada di bawah
pengasuhan ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio
menetapkan demi untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup kedua anak
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tersebut dipandang wajar dibebankan kepada Terbanding untuk membayar
nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah)
setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan
kemampuan Terbanding dan ditambah 15% setiap tahunnya sesuai SEMA
Nomor 03 tahun 2015 angka 14;

Tentang Nafkah lddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan
pertimbangannya yaitu membebankan kepada Pemohon secara ex officio
nafkah selama iddah sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memari bandingnya menuntut
kepada Terbanding uang iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan
nominal yang diberikan kepada Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah), karena tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding bukti (T.1)
yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.254.900,00 (tiga juta dua
ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), maka wajar apabila
Pembanding mendapatkan uang Iddah spertiga dari penghasilan Terbanding
untuk ' setiap bulannya, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
selama iddah;

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya meminta
uang Mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh
sembilan juta rupiah) dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang memberikan Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

Mernimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan
Agama Subang tentang Mutdh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Subang tentang nominanya karena tanpa dasar acuan

HIm. 9 dari 14 him. Pts. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



yang jelas mengenai pembebanan Mut'ah tersebut dan selanjutnya akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Subang tentang
tuntutan uang mut’ah tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Terbanding mempunyai kemampuan yang tetap
dalam memberi nafkah setiap bulannya karena sebagai pensiunan yang
berdasarkan bukti T.1 berpenghasilan sebesar Rp3.254.900,00 (tiga juta dua
ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat
Banding telah menetapkan besaran nafkah Iddah perbulannya yaitu sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum
Islam  nafkah iddah dan mut’ah diberikan kepada bekas isteri apabila
perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan,
kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan
jumlah uang mut’ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada
Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis
Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena
Pembanding telah mengabdi sebagai isteri dari bulan Juni tahun 1983
sampai sekarang yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah
tangga dengan Terbanding, sehingga telah melahirkan dua orang anak yang
kini dirawat dan diasuh oleh Pembanding sudah barang tentu sudah sangat
wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan
Mut’'ah, oleh karena itu besaran uang mut’ah yang harus dibayarkan oleh
Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi
pendapatnya sendiri di dalam kitab Al Ahwalu Syahsiyah halaman 334 yang
berbunyi:

Baal) olgi) dmy A 2885 & date L (S5l Lia ) i J Al 2y (33Ul S 13 Ad,
Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba’da dukhul tanpa keridhaan istri

hendaknya bagi istri diberi mut’ah setara dengan nafkah selama satu tahun
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sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi
pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk
memberikan mut’ah kepada Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu)
tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan
nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 Bulan =
Rp12.000.000,00 (dua belas-juta rupiah), Oleh karenanya Terbanding harus
dihukum ‘untuk membayar mut’ah tersebut kepada Pembanding dengan
asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan lkrar talak dimuka
persidangan Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majels Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Subang tentang
tuntutan uang mut’ah tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Shg tanggal 14
Juli 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah
dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-
Undang Noemor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat
pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan pada tingkat
banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
I.  Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
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Il. Menguatkan  Putusan  Pengadilan @ Agama  Subang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Shg. tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar
yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang
Pengadilan‘Agama Subang;

3. Menghukum Pemohon/Terbanding ~untuk membayar kewajiban
terhadap Termohon/Pembanding sebelum mengucapkan ikrar talak
sebagai berikut:

3.1. Nafkah selama masa iddah Termohon/Pembanding = sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2.. Mut'ah Termohon/Pembanding berupa uang sebesar
Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah )

4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar dan
menyerahkan biaya nafkah dua orang anak kepada Termohon setiap
bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 15%
setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada  Pemohon/Terbanding untuk membayar
biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp 305.000,00 ( tiga ratus lima
ribu rupiah);

lll. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya

banding sejumlah Rp.150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 September
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1444
Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor
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<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 07 September 2022 telah ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd
Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.  Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Pipih, S.H.

Rincian biaya:
1. Administrasi Rp 130.000,00

2. Redaksi Rp - 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00
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Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,
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